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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan merupakan satu kesatuan tindakan, 
yang mana pengawasan sangatlah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 
tujuan yang telah di tetapkan berjalan sesuai dengan perencanaan. 
Upaya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di Negara 
Republik Indonesia, maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
dalam daerah besar dan kecil. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 Undang-
undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa wilayah-wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia di bagi kedalam wilayah Provinsi dan di setiap Provinsi di 
bentuk Kabupaten/Kota. Tindak lanjut dari pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar 
1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang seluas-
luasnya dalam mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan 
terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi, hubungan kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah 
dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan 
fungsinya secara efektif. 
Pasar (market) adalah mekanisme yang menata berbagai bagian yaitu para 
pelaku seperti pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main 
tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati di antara pelakunya, serta regulasi 
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pemerintah yang semua saling terkait, berinteraksi dan secara serentak bergerak 
bagaikan suatu mesin (Joesoef, Jose Rizal:2008).  
Pasar dimaknai sebagai suatu tempat dimana orang-orang yang menjual 
barang dapat berkumpul dengan orang-orang yang hendak membelinya. Pihak 
yang menjual dinamakan penjual dan yang membeli dinamakan pembeli. Tempat 
yang dimaksud bisa menunjuk pada suatu bangunan dengan banyak kios 
didalamnya, hamparan lapangan yang terkapling oleh banyak tenda diatasnya, 
atau jalan umum dengan banyak lesehan di pinggirnya. 
Pasar menurut ilmu ekonomi adalah suatu pertemuan antara orang yang mau 
menjual dan orang yang membeli suatu barang dan jasa tertentu dengan harga 
tertentu pula. Sedangkan pengertian pasar menurut Perda No 9 Tahun 2014 kota 
Pekanbaru adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. 
Dinas Pasar sangat berperan penting dalam mengendalikan wewenang dan 
bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan 
tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah 
dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil 
dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan 
menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar. Keberadaan 
pasar kaget tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari pandangan kita tidak akan 
pernah terlepas dari keberadaan pasar yang senyata - nyatanya terdapat di Kota 
Pekanbaru.  
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Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan pasar rakyat, kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah 
perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi 
kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang 
kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip 
kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pesatnya pertumbuhan pasar 
rakyat di Kota Pekanbaru dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan 
Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, maka 
perlu dilakukan pengelolaan terhadap pasar rakyat, agar adanya keseimbangan 
dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku. 
Dalam Perda Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 tentang 
pengelolaan pasar rakyat mengatakan, ”menata dan mengatur keberadaan dan 
pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu 
bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling 
menguntungkan.” Pada kenyataan apa yang kita lihat sekarang ini, bahwasanya 
pasar rakyat yang dimiliki pemerintah masih banyak tidak tertata dan tidak teratur  
pendirian dan keberadaannya. Pemerintah mencoba untuk mengatur dan 
menertibkan  dengan mengeluarkan perda yang mengatur pengelolaan pasar 
rakyat agar sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
Kemudian pada peraturan daerah No 9 Tahun 2014 pasal 2 tentang pasar 
rakyar mengatakan “mewujudkan lingkungan pasar rakyat yang bersih, sehat 
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(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan 
lingkungan”. Tetapi apa yang penulis lihat berbanding terbalik dengan pasar 
rakyat yang tidak adanya tempat yang bersih, aman, tertib dan nyaman disemua 
tempat pasar rakyat yang ada. Masih banyak preman, pencurian barang dan 
sampah yang bertebaran/berserakan yang terjadi di sekitar pasar rakyat. 
Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan, diantaranya: 
1. Kecamatan Bukit Raya 
2. Kecamatan Lima puluh 
3. Kecamatan Marpoyan Damai 
4. Kecamatan Payung Sekaki 
5. Kecamatan Pekanbaru Kota 
6. Kecamatan Sail 
7. Kecamatan Senapelan 
8. Kecamatan Sukajadi 
9. Kecamatan Rumbai 
10. Kecamatan Rumbai Pesisir 
11. Kecamatan Tampan 
12. Kecamatan Tenayan Raya 
Kota Pekanbaru mempunyai beberapa pasar rakyat yang menyebar di setiap 
bagian sudut Kecamatan. Terdapat 7 lokasi pasar rakyat yang tersebar di 12 
Kecamatan. Berikut ini beberapa lokasi pasar rakyat yang ada di kota pekanbaru : 
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Tabel 1.1  
Data Sebaran Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru  
Berdasarkan Wilayah Kecamatan 
 
Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru 2017 
 
Dari penjelasan tabel diatas dapat kita melihat Kecamatan yang paling 
banyak memiliki pasar rakyat adalah Kecamatan Sukajadi. Masing masing pasar 
ada 7  lokasi pasar rakyat yang berada di daerah Kota Pekanbaru. Sementara itu 
dari 12 Kecamatan yang ada, ada beberapa daerah Kecamatan yang tidak ada 
pasar milik pemerintah. 
Dari data yang ada, yang paling banyak jumlah pedagang pasar rakyat 
adalah Kecamatan Sukajadi sebanyak 957 pedagang, Kecamatan Payung Sekaki 
dengan jumlah pedagang 467 pedagang dan Kecamatan Rumbai sebanyak 455. 
Untuk yang lainnya seperti Kecamatan Lima Puluh dengan jumlah pedagang 282.  
. Kecamatan Tampan jumlah pedagang 96. Kecamatan Pekanbaru Kota dengan 
jumlah pedagang 77. 
Didalam Perda Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2014 Bab V pasal 37 ayat 2 
tentang pengawasan pasar rakyat: “Pengendalian dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat; 
pengelola dan pedagang; pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan sarana 
NO NAMA PASAR JUMLAH PEDAGANG NAMA KECAMATAN 
1 PASAR LIMA PULUH 282 LIMA PULUH 
2 PASAR AGUS SALIM 77 PEKANBARU KOTA 
3 PASAR LABUH BARU 467 PAYUNG SEKAKI 
4 PASAR CIK PUAN 807 SUKAJADI 
5 PASAR SIMPANG 
BARU 
96 TAMPAN 
6 PASAR RUMBAI 455 RUMBAI 
7 PASAR TERATAI 
HYGIENIS MADANI 
150 SUKAJADI 
JUMLAH 2.334 6 KECAMATAN 
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dan prasarana pasar.” Kemudian “Dalam rangka efektivitas pengendalian dan 
pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang 
lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los 
termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan yang 
dilakukan secara berkala. 
Adapun tabel kios dan los lokasi pasar rakyat di tiap pasar yang ada di Kota 
Pekanbaru yang di himpun oleh dinas pasar sebagai berikut:  
NO NAMA PASAR TYPE / SERI Jumlah Pedagang 
1 2 3 4 
1 PASAR LIMA PULUH 
KIOS ( 2,5 X 3 ) 10 
KIOS ( 2,5 X 2,5 ) 102 
LOS 124 
KAKI LIMA (PSR SAGO) 70 
  JUMLAH   306 
2  PASAR AGUSSALIM 
KIOS 20 
LOS - 
K-5 SU – SC 175 
K-5 AYN – IRSY 75 
  JUMLAH   270 
3 PASAR LABUH BARU 
KIOS INPRES 64 
KIOS BURUNG/CAMPURAN 60 
KIOS EKS. SNPL/CINCIN 106 
LOS 237 
KAKI LIMA 25 
  JUMLAH   492 
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4 PASAR CIK PUAN 
KIOS TPS-CP 385 
LOS AU.TPS CP 84 
KAKI LIMA CP 25 
K-5 SUBUH 172 
  JUMLAH   666 
5 PASAR SIMPANG BARU 
KIOS 258 
LOS 91 
KAKI LIMA 95 
  JUMLAH   444 
6 PASAR RUMBAI KIOS 159 
    LOS 223 
    KAKI LIMA 25 
  JUMLAH   407 
7 
PASAR TERATAI HYGIENIS 
MADANI 
KIOS 10 
  LOS 140 
 JUMLAH  150 
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2017 
Dari data diatas dapat kita melihat beberapa table yang dimiliki pasar rakyat 
yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu diantaranya adanya kios, los dan toko. 
Berbagai macam ukuran dan tempat yang masih kurang memadainya kios dan los 
membuat para pedagang pasar rakyat berpindah alihkan dagangannya ke pasar 
kaget. 
Hasil wawancara dari Kepala Bidang Pasar Kota Pekanbaru yaitu bapak 
Tengku Firdaus menyebutkan : 
“Fenomena pasar kaget ada nilai positive di masyarakat yang artinya 
masyarakat bisa berbelanja ketika aktivitas pagi sudah selesai. Tetapi kalau 
masalah aturan pasar kaget tetap masih ilegal artinya seluruh pasar kaget 
tersebut belum memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pasar kaget harus 
mengajukan permohonan untuk mendirikan pengelolaan pasar rakyat, mereka 
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sanggup membuat izin dari walikota dan pemerintah tidak keberatan, karna pasar 
kaget itu adalah embrio embrio nya pasar rakyat, kalau mereka (pasar kaget) 
sudah dapat izin mereka lebih leluasa dalam pengelolaan. Lokasi yang di 
tentukan itu karna pasar kaget ilegal mereka bebas berjualan dimana saja. Lokasi 
yang ditentukan berubah setiap harinya. Intinya saat ini pasar kaget adalah 
illegal.” (Hasil Wawancara dengan bapak Tengku Firdaus pada hari Jumat 
tanggal 29 September 2017). 
 
Pengawasan pasar rakyat harus lebih ditingkatkan, namun harus ditata, 
sehingga ada bagian-bagian dan wilayah berjualan pasar rakyat di Kota 
Pekanbaru. Tentunya, dengan cara menentukan dan menyediakan lokasi khusus 
bagi pedagang pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian wawancara 
kepada bapak Syafruddin selaku kebersihan, ketertiban dan pembinaan dinas 
pasar kota Pekanbaru bidang pasar mengatakan bahwa: 
“Fenomena pasar kaget dari tahun ketahun ada peningkatan. Buktinya 
dapat dilihat dari menjamurnya pedagang yang berasal dari pasar rakyat beralih 
ketempat pasar kaget dengan memodalkan lahan. Jadi seharusnya pasar kaget 
ditertibkan, karna tidak pernah di tertibkan yang artinya tumbuh terus menerus. 
Usaha - usaha illegal kalau dibiarkan akan bertumbuh dengan pesat. Pasar kaget 
secara fungsi masyarakat senang saja, tetapi harus ada kajian lain dari dampak 
lingkungan. Maka dari itu pasar itu harus memiliki izin, izin pasar dikeluarkan 
setelah lolos analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas. Pasar 
kaget kalau di analisis tidak akan lolos, dampaknya antara lain sampah, kotor, 
macet dan pasar resmi akan mati”(Hasil Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 
September 2017). 
 
Berdasarkan Perda No 9 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Swalayan pasal 47 tentang perizinan yang menyatakan 
setiap pasar swasta harus memiliki izin, artinya kalau pasar swasta atau pihak 
ketiga merasa mempunyai kemampuan untuk pengelolaan pasar, bisa diberikan 
izin dengan catatan mereka harus mengikuti aturan yang telah berlaku. Namun 
harus ada juga pengawasan yang akan dilakukan oleh dinas perdagangan dan 
perindustrian kota Pekanbaru 
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Selanjutnya bapak Tengku Firdaus selaku kepala bidang pasar mengatakan 
bahwa : 
“Fenomena yang kita lihat untuk saat ini pasar kaget itu pasar ilegal dan 
dinas pasar sudah menyurati kecamatan, kelurahan untuk menghimbau pasar 
kaget. Jadi ketentuan izin itu adalagi, tidak boleh berdekatan dengan pasar – 
pasar resmi, contoh pasar lima puluh. Dengan jarak sekian meter mereka tidak 
boleh lagi berjualan didekat pasar resmi.”(Hasil Wawancara pada hari Jumat 29 
September 2017). 
 
Permasalahan pasar rakyat dapat membuat para pedagang pasar yang kurang 
laku dagangannya mengalihkan dagangannya ketempat pasar kaget dan 
pengawasan dari dinas pasar tidak optimal. Kini upaya pemerintah Kota 
Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan untuk lebih 
intensif dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Pasar 
Rakyat. Untuk itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dibawahi oleh 
bidang pasar sebagai badan yang mempunyai tugas pengawasan pasar rakyat 
sudah seharusnya lebih peduli dan melakukan pelaksanaan pengawasan di pasar 
yang ada di kota Pekanbaru. 
 Disini dapat menjadikan acuan peneliti untuk  melakukan kegiatan lebih 
lanjut mengadakan penelitian yang mengaitkan dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru No.9 Tahun 2014. Berdasarkan permasalahan diatas Peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian, maka dari itu penulis pun mengambil judul:  
“Pengawasan Pasar Rakyat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
di Kota Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 
“Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pasar Rakyat oleh Dinas Perdagangan dan 
Perindsutrian di Kota Pekanbaru”. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Pasar Rakyat oleh 
Dinas Perdagangan dan Perindsutrian di Kota Pekanbaru. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala 
berfikir dalam hal pembangunan wawasan dalam pemerintah daerah serta sebagai 
ajang ilmiah yang menerapkan sebagai teori yang diperoleh selama perkuliahan. 
2. Untuk Pemerintah 
 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam 
mewujudkan good government. 
3. Untuk Pembaca 
Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa menjadi 
panduan bagi peneliti yang akan datang. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, 
maka penulis menyusunnya kedalam enam bab dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Berisi kerangka teori yang menguatkan konsep teori yang 
berkaitan tentang implementasi, kebijakan, dan pasar 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
  Pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian 
yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta 
analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran 
umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian. 
BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Didalam bab ini membuat hasil dari penelitian dan 
pembahasan. 
BAB VI  :  PENUTUP 
  Bab ini memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap 
perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian. 
